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TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAlAN PERIZJNAN 
DAN PERIZTNAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

u ipindai dengan CarnScanner 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Rejang 
Lebong yang transparan, akuntabel dan efektif serta 
efisien, maka perlu disusun Standar Operasional 
Prosedur Penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non 
Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong; 

b. bahwa untuk memberikan araban dan acuan dalam 
Penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non Usaha di 
Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu disusun suatu 
pedoman yang dapat memberik an kejelasan dan 
kemudahan kepada masyarakat dalam proses 
penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non Usaha; 

c. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian 
hukum dalam penyelesaian Perizinan dan Perizinan Non 
Usaha kepada masyarakat, maka perlu disusun Standar 
Operasional Prosedur Penyelesaian Perizinan dan 
Perizinan Non Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang 
Lebong; 

d. b ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong 
tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian 
Perizinan dan Periz·inan Non Usaha pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Te.rpadu Satu Pintu 
Kabupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2828); 



























































































































































 


